
PERATURAN DARRAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 8 TAflUN 2OO2

TEN ANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANF'AATAN
AIR BAWAH T,{NAH DAI\ AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GTIBBRNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf d
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor lg Tahun 199i
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Pajak Pengambilan dan pemanfaatem Air Bawah. Tanah dan Air permukaan merupakan jenis p4jak
Propinsi;

b. bahvia untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

Mengingrt : 1. undang-undang Nomor 6r rahun 1g5g tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor li
Tahun l9S7 tentang pembentukan Daerah-daerah
Srvatantra Tingkat I sumatera Barat, Jambi dan
Riau (Lembaran Negara Tahun 195g Nomor lTZ)
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1957 Nomor 75);
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Undang.rindang Nomor lSlahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lemtan Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negar{omor 3685) Juncto Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tefig Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 ttang Pajak dan Retribusi Daerah
(l,embaran Negara Tahun 20 Nomor 246, T'ambahan Lernbaran
Negara Nomor 40,1S);

Undang-undang Nomor 8 Tah 1981 tentang Hukurn Acara Pidana
(Lembaran Negara 'Iahun l9lNamor 76) Jq. Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentg pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana;

Llndang+rndang Nomor 17 Tlun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Npra Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 36$

5. Undang-undang Nomor 19 lhun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembrn Negara Tahun 1997 Nomar 42,
Tambahan Lembaran Negarabmor 3686);

Undang-undang Nomcr 22 Thn 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Tahun 19 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor Z5Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara PemerintaPusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, lmbahan Lembaran Negara Nomor
334S);

Peraturan Pemerintah Nomol5 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lernbaran Negara Tahun 21 Nomor 1 18, Tambahan Lernbaran
Negara Nomor 4138);
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6.

'7.
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9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun lggg tentang rehnik
Penyusunan Peraturan penrndang-undangan dan .Bentuk
Rancangan undang-undang, Rancangan peraturan pemerintah dan
Rancangan Keputusan presiden (Lembaran Negara Tahun lggg
Nomor 70);

10. Peraturan Menteri. Dalam l.Iegeri Nornor 4 Tahun lggT.tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah
Daerah;

ll.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor na rahun lggTtentang Pedoman Tata cara pemungutan pajak
Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonorni Daerah Nomor 2l
Tahun 2001 tentang Teknik penyusunan dan Materi Muatan produk_
produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Msnteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk produk-produk Hukum
Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah
Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penlusunan produk Flukum
Daerah,

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonorni Daerah
Nomor 24 Tahun 200i tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah, ii

16. Keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral
No. 1 45 lKJ 1 0/lv1Eh/v2000 tentang pedoman Teknis penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan , di Bidang pengelolaan Air Bawah
Tanah.
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKTLAN RAK{AT DAERAIT PROPINSI JAMBI

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

PARATURAN I}AERAH PROPINSI JAMBI 
.

TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAII DAN AIR

:PERI}IUKAAN. 
,

BABI IKETDNTUANUMUM J

Pasal 1 i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
I
i
I

; l,:Hl'ffi;,::';*n ah Propin,i ru*ui, 
j

selanjutnya disebut PEMDA; 
I

c. Gubernur adalah Gubernur Jambi; 
I

an adalah Dinas Pendapatan erop;nri I

e. ffit pengarnbilan dan pemanfaatan Arr *"*"0 I
Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut I
Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pemanfaatan Air I
Bawah Tanah dan Air Permukaan; I

f. Air Bawah Tanah adalah semua air yang *.rOupu, I
dalam lapisan batuan pembawa air di bawah I
permukaan tanah, termasuk mata air yang rnuncul N

secara alami di atas permukaan tanah; 

I
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h.

Air Permukaaa adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak
termasuk air laut;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD
adalah Swat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan danlalau pembayaran Pajak, Objek pajak
dan/atau bukan Objek Pajak, darubtau harta dan kewajiban, menurut
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpaj akan Daerah;

Swat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebul SSPD,
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melalrukan
pembayaran dan penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau
keternpat lain yang ditefapkan oleh Gubernur;

Surat Tagrhan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.;

l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selaqiutnya disebut SKPD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Pajak yang
terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disebut SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit-Pajak, jurnlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besamya sanksi administrasi dan jurnlah
vang masih harus dibayar;

Swat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Keputusan V*g
menent";kan tarnbahan atas jumlah Pajak 1'ang ditetapkan;

J.

k.

m.
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q.

surat Ketetapan Pa.jak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKpDtB adalah Surat Keputusan yang meneniukan jumlah
kslebihan pembayaran Pajak karena jumlah lcredit pajak lebih besar
dari Pajali yang terutang atau tidak sehanr;snya terutang;

Surat KetetapanPajak Daerah Nihil yang selanjuurya disebut SKPDN
adalah_ Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajali 1'ang terutang
sama besamya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak;

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalqm penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD,
SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPb;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas.Keberatan
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh wajib Pajak;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
'untuk 

mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah
berdasarkan Perafuran Daerah ini;

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajalian Daerdh adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti{itu membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan daerah yang teqadi serta menemukan
tersangkanya:

Keputusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak atas banding terhadap Surat Kepufusan Keberatan yang
diajukan oleh wa.1rb palak;

t.

I.

u.
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v.

w.

Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kggiatan,pengambilan air
bawah-tanah yang dilakukan dengan cara psnggalian, pengeboran,
atau dengan oar& membuat bangunan p€nurap rainnya untuk
dimanfaatkan airnya;

Pemanfaatan adalah peruntukan dari pada fungsi air, misalnya untuk
air rninum, rumah tangga, peternakan/pertanian, industri, irigasi,
pertambangan, usaha perkotaan dan kepentingan lainnya.

BAB tr
NAMAO OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Pertama
Nama pajak

Pasal 2'

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah ranah
dan Air Permukaan dipungut Pajatrr atas setiap pernanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan.

Bagian Kedua
Objek Pajak

Fasal 3

(l ) Objek Pajak adalah :

;. Pengambilan Air Bawah Tanah danlatauAir permukaan; -

b. Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air permukaan:
c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Barvah ranah dan/atau Air

Permukaan;

{2) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah .

a. Pengambilan daruatau Peman faatan Air Bawah Tanah dan/alau
Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah,
KabupaterVKota;
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b. Pgambilan dan/atau Pemanfaatan Air permukaan oreh IIITMN
yg khusus, didirikan untuk rnenyelenggarakan usah'a eksproitasi
d pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan surnber-
srber air;

c. Pgambilan dan/atau,Pemanfaatan Air Bawah ranah dan/atau
, APermukaan untuk kepentingan pngairan pertanian ralcy.at;

d. Pgarrrbilan dan/a\au Pemanfaatari Air Bawah Tanah cian/atau
A Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan
kprluan sosial;

e. Pgambilan, atau Pemanfaatan atau pengarnbilan dan
Pnanfaatan Air Bawah tanah dan/atau Air permukaan lainnya :

yg diatur dengan Peraturan Daerah.

: Bagran Ketiga
Subjek Pajak ,

Pasal 4

(l) subJ Pajak adalah orang pribadi atau hadan yang mengambil atau .
merrrfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan Air Bawah
Tanidan/atau Air Permukaan;

(2) wajlPajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau
mernfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan Air Bawah' Tanidanlatau Air Permukaan.

BAB III
DASARPENGEXAAfi U{.N

TARIF PA.'AK
Bagian Pertama

I)asar Pengenaan Pajak
Pasal 5

(l) Daspengenaan Pajak adalah Nilai perolehan Air;
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(2) Nilai prolehan Air sebagairnana
dinyatdran dalam rupiah yang
selurulfakfor-faktor :

a. Jeris sumber air;
b. Lolasi sumber air;

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dihitung menurut sebagidrn atau

c. Tupan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. vdume air yang diambil atau dirnanfaatkan atau diambil dan

dinanfaatkan;
e. Kr.ulitas air,
f. Luar areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
g. Muiim pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan

penanfaatan air;
h. Tinfiat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan
air.

(3) Besarrya Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
separyurg digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara,
BadanUsaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik,
Pertanbangan Minyak Bumi dan atau Gas Alam ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Pertirnbangan MenJeri Keuangan;

(4) Perhiturgan Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan dengan
Keputran Gubernur.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 6

Tarip Pajal Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah ranah dan Air
Permukaanditetapkan sebagai berikut :

a. Air Rauah Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai
perolelan air;

b. Air Pernukaan sebesar 11 9/r {sepuluh persen) dari nilai perelehan
air.
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BAB W
WILAYAT Pf,MUNGUTAN DAN

PERf,ITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ar Bawah
Tanah dan Air Permuhaan yang terutang dihitung .delgan cara

rnengalikan tanf sebagainana dimaksud dalam Pasal 6 dergan dasar

penginaatt Pajak sebagarmana dimaksud dalam Pasal 5,

(2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang
ketenagalistrikan untuk temantbatan umum yang tarifnya <itetapkan

oleh Pemerintah sesrni Peraturan Perundang-undanpn yang

berlaku, maka pokok P{ak sebagaimana dimaksud dalan ayat (1)
diperhitungkan dalam lnrga jual listrik di daerah yang ilijangkau
oleh sistim pasokan tenqa listrik yang bersangkutan;

(3) Pajak pengambilan dan/*tau pemanfaatan AirBawah Tanal dadatau

BAB V
MASA PAJAIqSAAT PAJAK TERHUTANG

DAN SURIT PEMBERITAHUAN
Pasal 8

'*uuu 
Pajak adalah jangka wdctu yang larnanya 1 (satu) bulan't*win.

Pasal 9

Pajak terutang dalam rnasa pajak terjadi pada saat pengarbilan Air
Bawah Tanah dan Air Permuraan.

Pasal L0

(1) Setiap Wajib Palak men$si SPTPD;
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(CI SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajik atau
kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhimya masa pajak;

(4) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan dengan
Keputusan Gubemur.

BAB \rI
TATA CARA PERHITL\IGAN I}AN

PNNETAPAN PAJAK
Pasal 11

:

Berrlasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10

ayat (1) Peraturan Daerah ini Gubernur menetapkan Pajak
terutang dengan rnenerbitkan SKPD atau dokumen lain yang
disamakan;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak
aiau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)

\ari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 o/o (dtn persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal L2

(1) Wa,1ib Pajak membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (l) Peraturan Daerah ini diglrnakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang
terutang.

(l)

CI)
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(2)

(3)

Dalam jangka walctu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Gubernur dapat rnenerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

qruPru sebagaimana dimaksud parJa ayat (2) huruf a pasal ini
diterbitkan:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar z % (dua persen) sebulan
dihitung dari Pajak yang kurang atau teriarnbat dibayar untuk
jangka waltu paling luma 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya Pajak;

b. Apabila SPTPD -tidak disampaikan dalam jangta *aktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,laiu"nutuo'
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 oA (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau teilambat
dibayar untuk jangka waktu paling tam{ zq touu purrr,
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi sprpD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakin sintri
administrasi berupa kenaikan sebqsar zs ole (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditarnbah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (daa persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar unt*k jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung se.iak saat
terutangnya pajak;
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BAB VII
TATA CARA PBMBAYARAN

Pasal 13 . 
,.

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang
ditunluk oleh Gubemur sesuai waktuyang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD; i

{2) Apabila pembayaran Pajak diiakukan ditempat iain yang ditunjuk
maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-
lambatnya I x 24 jam atau lain waktu yang ditentukan oleh
Gubernur;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasat 14

(1) PembayaranPajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

'(2) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) .{ngsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2i
pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-tumt dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang bayar.

Pasal L5

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

Peraturan Daerah ini bukti pernbayaran dicatat dalarn buku
penerimaan,
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{2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda brrkti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebbgaimana dimaksud paoa aia,.(1) pasal ini
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VItr
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat Teguran.afy sura! Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak oitetuart<an r
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak melunasi pajak
yang terutang;

(3) surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada a).at (1) pasal ini dikeluarlanooteh
Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

.( l) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam
surat Tgeuran atau surat peringatan atau surat luin t;;;
sejenis, jumlah pqiak yang harus dibayar ditaglh dengan sura:t
paksa, i-

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat waktu 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau surat peringatan
atau surat lain yang sejenis.
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Pasal 18

Apabila pajak yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka wal<ti'2 X 24
jam"sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk
segera menerbitkan Surat Perintah untuk melaksamkan'penyegelan
sarana Pengambilan Air Permukaan / Air Bawah Tanah.

. BAB IX
PE Ncu$$ffi$iliffi 

*Tf#lN 
rlrN

Passl 19

(l) Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanari dan pemtebasan paj ak,

(2) Tata cara pemberian penguranga& keringanan dan pembebasan
pajak sebagai dimaksud pada ayat (l) pasal ini ditetapkan oleh
Gubernur aku pejabat lain yang ditunjuk.

BAB X
TATA CARA PEMBETTJLAN, PEMBATALAN, PXNGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGTIRANGAN SANKSI ADMINISTRASI

I Pasal 20

(1) Gubemur karena jabatan atau atas permohoran wajib pajak
dapat: ,

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahal tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan
Perundang-undangan Perpaiakan Daerah:

t79



(2) Gubernur dapat :

a. lv{engurangk?n elas menghapuskan sanksi ad,ministrasi berupa
b*gu" denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut
Peraturan Daerah ini daram har-sanksi tirsebut d,-k";.;;;

. kekhilafan wajib pajak atau bukan karena tesatahannyal
b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak

benar.

(3) Tata .cara pengurangan atau penghapusan sanksi, penghapusan
sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan
Pajak sebagaimana dirnaksud pada iyat(2) diatur dengan Keputusan
Gubernur.

BAB XI
KEBERATAI\i DAN BANDAG

Pasal 2l

(i) waji! l.uiut dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur
atau Pejabat yang dituqjuk atas suatu :

a, SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT'
d, SKPDLB 

)

e. SKPDN;

f2) Permohonan keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus
disarnpaikan secar& tertulis, paling lama 3 (tiga) buran sejak tanggal
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh
wajib pajak, dengan alasan yang jelas {<ecuali apabila wajib pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya;

(3) Gubernur atau Pejabat dalam jangka waktu paling rama 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
drmaksud pada ayat (2) drrenma, sudah rnemberikan Keputusan,
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(4) Apabila setelah lewat u-aktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Gubernur atau Pejabat tidak rnemberikan Keputusan,
Permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
rnenunda kewajiban membayar Faj ak.

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah

diterimanya Keputusan keberatan;

Q Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 21 atau
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling
Iama 12 (dua belas) bulan.

PE NGEMBA.LIAN'ffi #""N PEMBA YARAN
Pasal 24

(l) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan peiigembalian kelebihan
pemtrayaran PEak kepada Gubernur atau Pejabat secara tertulis dan

menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama danAlamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
d. Alasan yanglelas.
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(2) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak;

(3) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Gubernur atau Pejabat
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2!/a (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan paj ak

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah
melampaui jangka waltu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana dibidang perpaj akan Daerah;

paling
dengan

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
b. Ada pengakuan utang pajak dari waiib pajak baik

maupun tidak langsung.

avat (l):
a1

3

i
lanssunsi"t

(1)

BAB XIV
KUTENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SpTpD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar hi:ngga merugikan i

keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan palingl
larna 2 (dua) tahun danlatau denda paling banyak 4 (empat) kali
iumlah pajak terutang;
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(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud padt ayat (1) pasal ini tidak
dituntut setelah melarnpaui jangka waktu l0 (sepuluh) talun.sejak
saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak atau berakhirnya
bagran tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Fasal 27

(1) Dengan tidak mengurangr kewenangan geologi, pengawasan dan
pembinaan terhadap pelaksanaan Pajak Pengambilan Air Bawah
Tanah dan Air Psrmukaan dilakukan oleh Dinas Pengelola bekerja
sama dengan Instansi terkait secara periodik dan/atau sewa*tu-waktu
diperlukan;

(2) Gubernur dapat membentuk tim yang bertugas untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;

(2) Fenyidik sebagaimana dimaksud pada eyat (1)

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan a?au

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap:

Wewenang
adalah:
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b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah
tersebut;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan
Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

Melakukan pengelolaan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta banfuan ahli dalam rangka pelaksiinaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
Perpajakan Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi; .i.

Menghentikan penyidikan ;

Melalcukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungj awabkan.

d

h.
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(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan rnenyampaikan hasil penyiciikan
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

BAB XYII-'ryifffi'm.Rff{ffi r}aN

Pasal 29

(1) Hasil Pungutan Pajak dibagi sebagai berikut :

a. 7A o/o(tqjuh puluh perseratus) untuk KabupateniKota;
b, 30 7; (tiga puluh porseratm) untuk Propinsi.

(2) Kepada Instansi pemungut diberi Uang Biaya Pemungutan sebesar
5 % (lima perseratus) dari hasil pungutan dan pernbapannya diatur

- lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur;

(3) Tata cara pembagian hasil penerimaan pajak diatur lebih lanjut oleh
Cubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PANUTUP

Pasal 30 ;.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
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Pasal 3I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal lndangkan. Agar
setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengiangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarilaerah propinsi
Jambi.

Ditetapkan di Jbi {
Pada tanggal 2uni 2002

GTIBERNUR MBI

rtd

H. ZtJLKrFr,rUnnnnr

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 28 Junit 2002

SEKRETARIS. I}AERAH PROPINSI JAMBI

ftd

II. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPII'{SI JAMBI TAHLII$02 NoMoR 10.
SERI B NOMOR 10
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PR,OPINSI JAMBI

NOMOR 8 TAHTIN 2OO2

TENTANG

PAJAK PENGAMBII-AN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERJ\IUKAAN

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang
Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandrurg
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kebutuhan masyarakat"

Selanjutnya dengan pertumbuhan pembangunan, khususnya
dibidang teknologi / Industri telah mengakibatkan penggunaan air
dan sarana memperolehnya semakin berkembang.

Dengan proses pengambilan air tersebut, memberikan
dampak terhadap aspek-aspek lingkungpn sehingga harus
mendapatkan perhatian khusus.

' Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar bumi, air dan
kekayaan alam dirnaksud senantiasa secara berkesinambungan dapat
dirnanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna bagi
kepentingan dan kemalanuran masyarakat, firaka perlu mengadakan
pengaturan tentang Pengambilan Air Permukaan dan Air Bawah
Tanah di Wilayah Propinsi Jambi dengan harapan pencemaran
lingkungan dapat diatasi sedini mungkin.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Propinsi Jarnbi tentang Pajak Fengambil*n den
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
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tr. PENJEI.,ASAN PASAL DEMI PASAI.

Pasal 1

Cukup jela

Pasal 2

Ayat (1) Cukupjelas ,

Ayat (2)
Huruf a Yang dirnaksud dengan pengambilan r bawah

tanah dan/atau air permukaan dalam ketduan ini,
antara lain, pengambilan air dalat sektor
pertambangan migas.

Hurur b 
,Iffifl ,"YfTi*T:ffkffrffiffi?,#Ti
antara lain, pernanfaatan air dalan bidang
ketenagalistrikan.

Huruf c Cukupjelas

Pasal 3

Huruf a Tidak termasuk yang dikecualikan sebpi objek
pajak pengambilan dan pemanfaatan air baah tanah
dan air permukaan adalah pengambln, atau
pemanfaatan atau pengambilan dan pemahatan air
barvah tanah daniatau air pemrukaan vangilakukan
oleh Badan Usaha Milik Negara dan Baln Usaha
Milik Daerah.

Huruf b Contoh, Perusahaan Umum (pERlIM) Jasilirta.

Hunrf c Pengecualian objek pajak atas pepmbilan,
atau pemanfaatan atau pengambikr dan
pemanfaatan air bawah tanah daritau air
permukaan untuk kepentingan pengairanpertanian
rakyat tetap rnemperhatikan kelestarian ligkungan
dan Peraturan Perundang.undangan ),eng lrlakir.

l

I

I

II

{

I
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Huruf d Pengecualian objek pajak atas pengambilan, atau

pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaat'an air
bawah tanah dan/atau air permukaan untuk
keperluan rumah tangga ditetapkan dengan

Keputusan Gubemur dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang-

undanganyang berlaku.

Hunrf e CukuPjelas

Fasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (t) CukuPjelas

Ayat (2) Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan

dengan kondisi masing-masing Daerah
Yang dimaksud dengan musirn pengambilan,

atau pemanfaatan, atau pengambilan dan
pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf g adalah musim kemarau atau musim
hujan.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara

dan Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha

r yang menyediakan layanan publik dan tarif
layanannya ditetapkan Pemerintah sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari
pembebanan yang membeibtkan Anggaran dan1 
Behnja Negara karena pembayaran atau jenis pajak

ini dilakukan dari bagr hasil penerimaan Negara dari
sektor pertambangan minyak bunri dan gas alam.

Pasal 6 s/d Pasal 31

Cukup jelas
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